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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, pada bab 

ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

Korupsi di Indonesia telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau (extra 

ordinary crime). Dimana hal tersebut karena melihat dari dampak yang bisa 

dtimbulkan oleh Korupsi. Meskipun korupsi memiliki dampak yang luar biasa 

bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi para pelaku 

tindak pidana korupsi tetap memiliki hak yang sama seperti para pelaku kejahatan 

pidana biasa atau (ordinary crime), hal tersebut sebagai konsekuensi dari sistem 

pemidanaan yang pada saat ini dianut di Indonesia yaitu sistem pemasyarakatan 

dan hal yang menjadi esensial dalam sistem pemasyarakatan adalah pembinaan. 

Salah satu hak yang dimiliki Narapidana adalah mendapatkan Remisi, seperti apa 

yang dijamin oleh negara dalam Pasal 14 huruf I Undang-Undang Nomor 12 

tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perihal ketentuan lebih lanjut untuk Remisi 

bagi Narapidana Korupsi diatur lebih lanjut dalam pasal 34A Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yaitu syarat sebagai Justice Collaborator dan 

membayar lunas denda dan uang pengganti. Kebijakan pemerintah dalam upaya 

pengetatan syarat bagi Narapidana Korupsi untuk mendapatkan Remisi 

merupakan konsekuensi etis dengan mengingat dampak kerugian yang 

ditimbulkan oleh Korupsi begitu luar biasa, dan pengetatan syarat remisi ini juga 

telah sejalan dengan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners 

Tahun 1955. 

Ketentuan yang lebih lanjut mengatur mengenai Justice Collaborator di Indonesia 

adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung 
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Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi 

Dan Korban Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban. Meskipun dalam ketentuan-ketentuan tersebut 

telah mengatur mengenai Justice Collaborator, pada prakteknya ketentuan-

ketentuan tersebut belum dapat menjamin untuk memberikan penghargaan dan 

perlindungan yang maksimal kepada para justice collaborator di Indonesia. 

Karena masih terdapatnya perbedaan penafsiran dan aturan yang dipedomani oleh 

para aparat penegak hukum dalam menetapkan status Justice Collaborator. 

Sehingga karena adanya ketidakpastian hukum, dalam hal ini maka dikhawatirkan 

para pelaku tindak pidana korupsi enggan untuk memebantu penegak hukum 

karena penghargaan yang tidak pasti didapatkan, dan hal ini tentu saja akan 

mempersulit penegak hukum untuk memberantas Korupsi sampai keakarnya. 

 

5.2 Saran 

 

Karena peran Justice Collaborator dalam pemberantasan korupsi di Indonesia 

sangat penting, maka keberadaan dari Justice Collaborator ini perlu diperhatikan 

dengan cara perlu adanya kesepahaman dan kesatuan aturan yang dijadikan 

pedoman bagi penegak hukum mengenai Justice Collaborator agar dapat 

terciptanya kepastian hukum. Dalam hal pemberian status Justice Collaborator 

bagi Narapidana korupsi juga perlu adanya transparansi pada publik, hal tersebut 

untuk meminimalisir adanya tindakan yang menimbulkan kejahatan seperti suap 

menyuap antara Narapidana Korupsi dengan para aparat penegak hukum dan juga 

agar adanya kontrol dari masyarakat mengenai pemberantasan korupsi yang 

dilakukan.  
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